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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Peraturan secara hukum mengenai Faktur Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Mengetahui upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap pembuatan faktur pajak tidak sah (fiktif) yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perusahaan yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap Negara pada sektor perpajakan yang sifatnya merugikan. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian mengenai Kajian Yuridis dalam Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Perusahaan Pembuat Faktur Pajak tidak sah atau boleh dikatakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) maka di dapat kesimpulan, antara lain Melului pendekatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya. Namun apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak, maka Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah atau boleh dikatakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif). Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menjadi sebuah sistem peringatan bagi para pelaku pidana perpajakan, dan dapat memberikan efek jera dengan adanya sanksi yang diberikan. Untuk memelihara pendapatan negara, maka pelaku tindak pidana perpajakan menjadi saksi utama (premum remedium), sedangkan pidana penjara merupakan sanksi yang bersifat ultimatum remedium (senjata pamungkas).
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ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the legal regulations regarding tax invoices based on Law Number 16 of 2009 General Provisions and Tax Procedures (KUP) and law enforcement efforts in tax crimes against the making of invalid (fictitious) tax invoices issued by agencies businesses or companies that can affect state revenues in the taxation sector which are detrimental. Based on the analysis and discussion conducted on research on Juridical Studies in Tax Law Enforcement Against Invalid Tax Invoice Manufacturing Companies or it may be said that Tax Invoices are not based on actual (fictitious) transactions, it can be concluded, among others, through the approach of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures (KUP), the classification or types of tax crimes are divided into tax crimes in the form of violations (culpa) as unintentional acts and tax crimes in the form of crimes (dolus) as acts committed intentionally. Thus, even though a Tax Invoice or certain document whose position is equated with a Tax Invoice has fulfilled the formal requirements and its Value Added Tax has been paid. However, if the information contained in the Tax Invoice or certain documents whose position is equated with the Tax Invoice is not in accordance with the actual reality regarding the delivery of Taxable Goods and the delivery of Taxable Services, then the Tax Invoice does not meet the material requirements or is invalid or can be said to be a Tax Invoice. not based on actual (fictitious) transactions. It is hoped that the imposition of criminal sanctions can become a warning system for tax offenders, and can provide a deterrent effect with the sanctions given. To protect the state, the perpetrators of tax crimes are the main witnesses (premum remedium), while imprisonment is a sanction that is ultimatum remedium (ultimate weapon).
Keywords: Tax Invoice, Law Enforcement, Legal Compliance.
Pendahuluan

Baru-baru ini terdapat adanya berita penemuan atas Faktur Pajak tidak sah (fiktif) atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh beberapa Perusahaan (Umar, Purba, Safaria, Mudiar, & Sariyo, 2021). Sedangkan secara teknologi Faktur Pajak telah dikoordinir oleh sistem yang bernama e-Faktur, e-Nofa akan tetapi masih terdapat pelaku pembuatan Faktur Pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif). Oleh karenanya Peneliti ingin mengetahui sejauh mana Prosedur untuk melakukan Penegakan Hukum dalam Perpajakan terutama dalam pembuatan Faktur Pajak yang dapat merugikan Negara hingga triliunan rupiah yang dikarenakan oleh segelintir pelaku dalam melakukan tindakan pidana pembuatan Faktur pajak Tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) secara sengaja guna sebagai pengambilan untung pada perusahaan akan tetapi merugikan Negara.

Hukum merupakan tatanan dalam mengatur tingkah laku manusia dan merupakan perintah wajib agar hukum dapat berfungsi secara efektif yang dapat merubah prilaku dan sifatnya memaksa untuk menerapkan nilai yang terkandung dalam negara hukum, maka hukum itu harus menyebar sehingga dapat dilembagakan pada masyarakat (Ghozali, 2019).

Selain adanya lembaga hukum dalam masyarakat umum, perlu juga adanya penegakan hukum dengan berbagai proses hukum, termasuk legislasi, penegakan Hukum, keadilan dan administrasi keadilan. Implementasi khusus dari hukum dalam kehidupan terdaftar merupakan minat dari Sagipto Raharjo dalam penegakan hukum (the rules of law) (Saliro, n.d.).

Dalam Penulisan penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang menitik beratkan pada penegakan hukum terhadap suatu badan usaha atau perusahaan yang menerbitkan faktur pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif). Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai faktur pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ?

2. Bagaimana penegakan hukum perpajakan terhadap pembuat faktur pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif)?

Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam suatu penelitian yang berfungsi sebagai suatu pedoman bagi ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami sebuah fenomena atau permasalahan yang sedang diteliti untuk mendapatkan tujuan yang ingin diketahui dan dicapai (Yulianah, 2022). 
Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Rachmawati, 2021). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan tentang subjek yang diteliti. Agar penelitian memenuhi syarat ilmiah, maka diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode penelitian, yaitu urutan perilaku penelitian saat mencari data sebagai bahan diskusi untuk memahami subjek penelitian dan hasil penelitian dari subjek penelitian sehingga penelitian tersebut dapat menjadi sebuah laporan dalam penelitian.

Penelitian hukum adalah penelitian normatif namun bukan hanya meniliti hukum positivis. Berdasakan pendapat tersebut, penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yaitu apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Diantha & Sh, 2016). 

Penelitian yuridis Normatif yaitu penelitian yang di focuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Zairudin, Wahyudi, Hasyim, & Al Muntasor, 2022). 
Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut sebagai berikut (Aryani, 2019): 

1) Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

3) Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

4) Pendekatan komparatif, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama.

5) Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

6) Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.

7) Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum.

Pendekatan penelitian yang digunakan antara lain, Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach). Dengan pendekatan ini, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagak aspek mengenai isu yang sedang dikaji (Siregar, 2020). 

Hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, 2019). 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum (legal research) adalah selalu normative (Fauzi, 2018). 
Pokok bahasan adalah hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara in concreto, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (Putra & Mashendra, 2022).

Adapun ruang lingkup penelitian dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana ketentuan-ketentuan hukum mengenai faktur pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan bagaimana penegakan hukum perpajakan terhadap pembuat faktur pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (Yusanto, 2020).

Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri (Apriani, Perdana, Irwan, & Setiawan, 2021). 
Hukum normatif bersifat preskriptif dimana objek ilmu hukum merupakan koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, 2019).

Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan displin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri (Apriani et al., 2021).

Dalam Penelitian Penegakan Hukum terhadap Faktur Pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian dengan acuan peraturan Undang-undang yang berlaku di Indonesia (Rambey, 2022). Penelitian ini juga dapat dikatakan penelitian dengan kepustakaan dikarenakan data yang diambil berdasarkan buku serta jurnal-jurnal. Proses dalam pengumpulan bahan Hukum dalam penelitian ini dengan melakukan telaah dengan penelusuran norma-norma serta aturan yang mengatur masalah penegakan hukum terhadap pelaku pembuat Faktur Pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif)

Masalah tindak pidana di bidang perpajakan merupakan masalah penting, terutama dalam kaitannya dengan kepolisian, yang harus dilaksanakan untuk menegakkan aturan dengan baik, terutama dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat sesuai dengan kepastian hukum. Memalsukan Faktur Pajak merupakan kegiatan yang menggunakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya. Faktur Pajak diatas biasanya dalam Perpajakan yakni Pajak Pertambahan Nilai atau yang dikenal dengan PPN. Pajak Pertambahan Nilai atau PPN pajak yang ditujukan bagi orang pribadi maupun badan yang menghasilkan atau memproduksi barang, mengimpor barang, memperdagangkan barang dan/atau menyerahkan jasa yang dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan yang lazim disebut sebagai Pengusaha. 

Sistem pemungutan PPN di Indonesia menganut metode pengkreditan (credit metode).

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui Peraturan secara hukum mengenai Faktur Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

2. Mengetahui upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap pembuatan faktur pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perusahaan yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap Negara pada sektor perpajakan yang sifatnya merugikan.

Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan dari tujuan penelitian maka Hasil dari Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Peraturan secara hukum mengenai Faktur Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Menurut Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pengertian Pajak adalah pembayaran wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan hukum kepada negara dan mengikat secara hukum karena tidak menerima imbalan secara langsung dan untuk kebutuhan. perpajakan. Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena Pajak dapat kita sebut dengan Faktur Pajak atau bukti pungutan pajak karena Impor Barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Faktur pajak memiliki fungsi sebagai sarana dalam pengkreditan pajak masukan yang dapat mengurangi pembayaran atas pungutan pajak yang dilakukan. 
Berkembanganya perdagangan di Indonesia terutama yang berkaitan dengan ekspor impor meningkatkan penerimaan pajak yang didapat dari faktur pajak, umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak perlu melakukan pemungutan pajak, hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan perdagangan yang lebih kompetitif di luar negeri. Namun kemudahan fasilitas perpajakan yang diberikan pemerintah justru dimanfaatkan secara tidak benar oleh wajib pajak nakal untuk membobol kas negara. 

Modus yang dilakukan oknum nakal ini beragam mulai dari mark up nilai pajak agar mendapat restitusi lebih besar, sampai pemalsuan faktur pajak yang digunakan untuk ekspor fiktif (Firninda Yosi Anggraini Putri, 2015). Selain itu juga dapat menggunakan aturan SE Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ.53/2003 yang dimaksud dengan Faktur Pajak tidak Sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)

2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP, dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain

3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP merupakan Faktur Pajak yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.

4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memnuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.

5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
Dan juga dapat kita lihat Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak, selain itu juga sesuai dengan Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap faktur pajak tidak sah di dasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa, Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau

2. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6(enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajakan, bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan bukti setoran pajak. Berdasarkan Pasal 39A tersebut, pelaku kasus faktur pajak tidak sah untuk pajak pertambahan nilai dapat dituntut dipengadilan dengan ancaman pidana penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.
2. Mengetahui upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan terhadap pembuatan faktur pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif) yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perusahaan yang dapat mempengaruhi penerimaan terhadap Negara pada sektor perpajakan yang sifatnya merugikan.

Adapun pembahasan mengenai Faktur pajak tidak sah atau boleh dikatakan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif), Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Hukuman yang akan diterima

Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dijerat dengan Pasal 39A huruf a Juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP).

a. Secara Teoritis

1) Dari hasil pembahasan ini penulis mengharapkan dapat memperoleh penjelasan tentang kebijakan hukum atas Faktur Pajak tidak sah (fiktif) yang telah dibuat oleh badan usaha atau perusahaan dan diketahui telah sesuai dengan peraturan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) .

2) Mengetahui langkah dari sebuah aturan tentang penegakan hukum perpajakan atas tindakan berbuat kecurangan yang dilakukan oleh suatu badan usaha (perusahaan) ataupun suatu pribadi yang kurang baik yang dapat mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar dengan cara menerbitkan faktur pajak tidak sah (fiktif) dengan melakukan pengkreditan faktur pajak sehingga pembayaran berkurang serta adanya restitusi akan kelebihan atas faktur pajak. 

b. Secara praktis

1) Sebagai bahan kajian bagi perusahaan sehingga dapat memperluas ilmu pengetahuan dalam menerapkan praktik usaha sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya tidak membuat Faktur Pajak tidak sah (Fiktif)

2) Mengetahui cara serta langkah-langkah yang harus di lakukan dalam upaya penegakan hukum perpajakan dalam pembuatan faktur pajak tidak sah (fiktif)
Definisi faktur pajak tidak sah atau fiktif yang ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah atau fiktif oleh wajib pajak. Peraturan ini kemudian diperbaharui oleh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2018.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karenanya dibutuhkannya kerjasama antara masyarakat dan penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang ada agar tetap di taati serta dipatuhi untuk menjaga kedaulatan hukum. Antara penegak hukum dan masyarakat dapat saling membantu dan bekerjasama dikarenakan Negara kita merpakan Negara hukum yang memiliki peraturan-peraturan yang bersifat memaksa terhadap seluruh masyarakat Indonesia.

Memalsukan Faktur Pajak merupakan kegiatan yang menggunakan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Kejahatan pajak adalah tindakan illegal Undang-undang perpajakan yang menyebabkan kerugian ekonomi negara dan pelanggar dapat menghadapi hukuman pidana. Pelanggaran pajak yang paling umum di Indonesia adalah faktur PPN ilegal. Masih banyak penghindar pajak di Indonesia yang menggunakan rezim penghitungan pajak yang tidak berdasarkan nilai bisnis sebenarnya.

Dengan sistem ini, Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN ketika melakukan penjualan atau penyerahan, akan mengurangkan dulu dengan PPN yang telah dibayar ketika membeli barang atau jasa. Jika Pajak Masukannya lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka kelebihannya dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau dapat diminta ke kas Negara (direstitusi). Bukti pemungutan PPN adalah Faktur Pajak (tax invoice). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan memungut PPN ketika melakukan, penyerahan. Setiap pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak, sehingga dengan mengurangkan/ mengkreditkan Pajak Masukan yang fiktif, seorang pengusaha bisa mengurangi kewajiban menyetor pajak ke kas negara, atau bahkan bisa meminta restitusi bermodalkan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) tersebut.

Penuntutan kejahatan perpajakan tentu memiliki efek yang luas dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan pemerintah, yang menjadi tanggung jawab negara untuk kepentingan bersama. Kejahatan pajak adalah tindakan illegal Undang-undang perpajakan yang menyebabkan kerugian ekonomi negara dan pelanggar dapat menghadapi hukuman pidana. Pelanggaran pajak yang paling umum di Indonesia adalah faktur PPN ilegal. Masih banyak penghindar pajak di Indonesia yang menggunakan rezim penghitungan pajak yang tidak berdasarkan nilai bisnis sebenarnya. Hal ini menimbulkan kemungkinan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah.

Bukti pemungutan PPN adalah Faktur Pajak (tax invoice). Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak diwajibkan memungut PPN ketika melakukan, penyerahan. Setiap pemungutan PPN, Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak, sehingga dengan mengurangkan/ mengkreditkan Pajak Masukan yang fiktif, seorang pengusaha 

bisa mengurangi kewajiban menyetor pajak ke kas negara, atau bahkan bisa meminta restitusi bermodalkan Faktur Pajak tidak sah (fiktif) tersebut.

Penuntutan kejahatan perpajakan tentu memiliki efek yang luas dan pada akhirnya mempengaruhi pendapatan pemerintah, yang menjadi tanggung jawab negara untuk kepentingan bersama. Kejahatan pajak adalah tindakan illegal Undang-undang perpajakan yang menyebabkan kerugian ekonomi negara dan pelanggar dapat menghadapi hukuman pidana. Pelanggaran pajak yang paling umum di Indonesia adalah faktur PPN ilegal. Masih banyak penghindar pajak di Indonesia yang menggunakan rezim penghitungan pajak yang tidak berdasarkan nilai bisnis sebenarnya.

Delik Faktur Pajak Palsu didasarkan pada Pasal 39A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja:

1. Pembuatan atau penggunaan faktur pajak, deklarasi pajak, bukti pengurangan pajak dan bukti pembayaran pajak yang tidak berdasarkan transaksi itu sebenarnya atau

2. Pembuatan Faktur Pajak tetapi tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua kali) jumlah pajak dari faktur pajak, Bukti pembayaran pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pembayaran pajak, paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dari faktur pajak, bukti penagihan Pajak, pemotongan pajak dan pengembalian pembayaran pajak. DJP juga dapat melakukan penetapan status suspend sampai dengan pencabutan pengukuhan status PKP kepada PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif sebagaimana diatur dalam PMK-16/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2017 tentang Perlakuan Terhadap Penerbitan dan/atau Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah oleh Wajib Pajak (“PMK-16/2018”). Di dalam PMK-16/2018, PKP yang menerbitkan Faktur Pajak fiktif akan dikenakan sanksi administrasi berupa status suspend. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 PMK-16/2018, status suspend merupakan penonaktifan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang dimiliki PKP.

 “Status Suspend adalah suatu keadaan dimana Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh Wajib Pajak dinonaktifkan untuk sementara waktu secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga Wajib Pajak tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.” (Pasal 1 angka 4 PMK-16/2018).
Jadi upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau perusahaan sehingga mengakibatkan faktur pajak fiktif adalah dengan memeperhatikan laporan PPN dengan laporan tahunan. WP yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif akan dijatuhi status non-aktif (suspend) sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Kriteria yang digunakan DJP untuk menetapkan atau mencabut status suspend adalah sebagai berikut:

1) Identitas WP, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak sah.

2) Keberadaan serta kesesuaian atau kewajaran profil wajib pajak (WP), pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak (WP).

Keberadaan dan kewajaran lokasi usaha wajib pajak (WP).

3) Kesesuaian kegiatan usaha wajib pajak (WP).

Jika dalam 30 hari kalender setelah ditetapkan status non-aktif Wajib Pajak tidak dapat memberikan klarifikasi yang memadai, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencabut sertifikat elektronik sehingga wajib pajak (WP) tidak dapat lagi menerbitkan faktur pajak untuk selamanya. 

Penggunaan upaya hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan termasuk sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.
Jadi upaya penegakan hukum yang dilakukan dalam tindak pidana perpajakan terhadap faktur pajak yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau perusahaan sehingga mengakibatkan faktur pajak fiktif adalah dengan memeperhatikan laporan PPN dengan laporan tahunan. WP yang terindikasi menerbitkan faktur pajak fiktif akan dijatuhi status non-aktif (suspend) sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak secara elektronik hingga ada klarifikasi yang dapat diterima DJP.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada penelitian mengenai Kajian Yuridis dalam Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Perusahaan Pembuat Faktur Pajak Fiktif maka di dapat kesimpulan, antara lain :

1. Melului pendekatan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Penggolongan atau jenis tindak pidana perpajakan terbagi kedalam tindak pidana perpajakan dalam bentuk pelanggaran (culpa) sebagai perbuatan yang tidak sengaja dan tindak pidana perpajakan dalam bentuk kejahatan (dolus) sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.
2. Sesuai dengan penegakan hukum yang tidak hanya meliputi pidana yang bersifat menderitakan tetapi juga tindakan. Secara dogmatis pidana dipandang sebagai mendapatkan imbalan atau pembalasan terhadap kesalahan pembuat sedang tindakan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan pembuat. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menjadi sebuah sistem peringatan bagi para pelaku pidana perpajakan, dan dapat memberikan efek jera dengan adanya sanksi yang diberikan. Untuk memelihara pendapatan negara, maka pelaku tindak pidana perpajakan menjadi saksi utama (premum remedium), sedangkan pidana penjara merupakan sanksi yang bersifat ultimatum remedium (senjata pamungkas).
Saran

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Setiap Perusahaan tidak dapat kita ketahui atas pembuatan Faktur Pajak sehingga terjadi penyalahgunaan atau pembuatan Faktur Pajak tidak sah (Fiktif) guna di kreditkan untuk mengurangi pembayaran Pajak. Oleh karenanya perlu diperhatikan atas Faktur Pajak yang dikeluarkan oleh wajib pajak atas suatu transaksi. 

2. Bahan atau referensi data atas penegakan hukum pajak yang harus dilaksanakan sangat terbatas, oleh karenanya selalu bertumpu kepada aturan undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
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